KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26a/HK. 03.2-Kpt/53/Sek-Prov/11/2020

TENTANG

" PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

ca

bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan
yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun
prosedur dan sistem keija yang jelas, efektif, efisien dan

terukur;

. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum, JDIH pada KPU Provinsi berfungsi sebagai sarana
penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi
produk hukum,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pengunggahan. .

jdih.kpu.go.id/ntt
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Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Website JDIH,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan . ..
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-
Kpt/05/KPU/X /2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-
Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan

Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Memerhatikan . . .
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Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Tmur Nomor 68/HK.03.1 Kpt/5S3/KPU-Prov/II[/2019 tentang
Pembentukan  Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan
Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengunggahan
produk-produk hukum ke website JDIH KPU NTT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Februari 2020
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
ttd.

UBALDUS GOGI

jdih.kpu.go.id/ntt



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEM1IHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26a/HK.03.2-Kpt/53/Sek-Prov/11/2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTAS1 DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor: 01
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2020
KUPANG

jdih.kpu.go.id/ntt
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

OASAR HUKUM =
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilhan Umum

2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134, Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN
1 SOP Penyusunan Produk Hukum

PERINGATAN

NOMOR SOP
TANGGAL PENGESAHAN
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

o T
*
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\ PSAUNGGAHAj*RsJ&UK HUKUM KE
fi$2S»6*M S|JAWH#O OKUMENTASI
HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMfSWWAMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Memahami proses penerbitan Safinan Keputusan
2 Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
3 Memahamialur penggunggahan Produk Hukum
4 Memahami sistem informasi website JDIH

PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Perangkat komputer, printer, scanner

2 Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENOATAAN
Semua Keputusan KPU Provins! waijib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy

jdih.kpu.go.id/ntt
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Kegiatan

Menyampaikan Nota Dinas

untuk penerbitan salinan

produk hukum ke website
JDIH KPU NTT

Menyampaikan permohonan
penerbitan salinan produk
hukum untuk memperoleh

persetujuan

Memberikan persetujuan
penerbitan produk hukum

Memeriksa salinan produk
hukum

Melakukan scan produk hukum

Memeriksa kelengkapan
dokumen produk hukum yang
akan diunggah ke website
JDIH KPU NTT

Mengunggah produk hukum ke
website JDIH KPU NTT

Pelaksana
Kepala
Bagian Kepala Sub
Hukum, Bagian Staf Admin JDIH Kelengkapan
Teknis dan Hukum
Hupmas

Nota Dinas

Nota Dinas penerbitan
salinan produk hukum ke
website JDIH KPU NTT

Form persetujuan

mB

Salinan produk hukum

Salinan produk hukum

Has# scan produk hukum
dan form persetujuan

18 Hasil scan produk hukum

dan form persetujuan

jdih.kpu.go.id/ntt

Mutu Baku

W aktu

1 Jam

1Jam

2 Jam

30 Menit

1Jam

30 menit

Output

Persetujuan produk
hukum untuk diterbitkan
ke website JDIH KPU
NTT

Salinan produk hukum
yang telah diperiksa

Softfile salinan produk
hukum

Produk hukum yang siap
diunggah ke website
JDIH KPU NTT

Produk hukum tampil di
website JDIH KPU NTT

Keterangan



PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum ke website
JDIH, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2020

jdih.kpu.go.id/ntt



